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ABSTRAK

UMMIANA /222012025/ 2016/ Analisis Penerapan Metode gross up dalam Penghitungan
Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan PT. Aranbina Citra Nusantara.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana menerapkan metode gross up dalam
penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan PT. Aranbina Citra Nusantara.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode gross up dalam
penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan PT. Arambina Citra Nusantara.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik
wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah dengan menerapkan metode gross up pada karyawan PT. Aranbina
Citra Nusantara penghasilannya tidak harus dipotong lagi dan beban gaji karyawan menjadi
lebih besar sehinggan pendapatan kena pajak perusahaan menjadi lebih kecil.

Kata Kunci : Metode Gross Up , Pajak Penghasilan Pasal 21
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ABSTRACT

UMMIANA/222012025/2016/Up Application Analysis Method In Calculation Of Gross
Income Tax Article 21 Empoloyees On Fixed PT.Aranbina Citra Nusantara .

Theological problems of the research is how to emplement the method in calculation of gross
income tax article 21 employees pt.Aranbina citra Nusantara.this is the purpose of research
application methods to know up method of calculation of gross is income tax article 21
empolyees pt. Aranbina Citra Nusantra.type of research.data calletion technigues used in this
research usina le interview technigues and docomentation .analysis method used in this
research is Qualitave analysis.

Results by applying this method is groos up method to employees PT.Aranbina Citra
Nusantra ,income tax expense and expense employees salaries be higheras taxable income to
be smaller companies

Keywords : method of groos up,income tax article 21 .



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara melakukan proses pembangunan yang terus
berkesinambungan dengan tujuan membangun negara untuk lebih berkembang
dan maju termasuk Indonesia. Pembangunan yang dilakukan tidak dapat
dipungkiri memerlukan pembiayaan dengan jumlah yang tidak sedikit.
Pemerintah berusaha memaksimalkan potensi sumber pembiayaan milik negeri
sendiri, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.
Oleh karena itu, sangatlah diperlukan peran aktif masyarakat dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya dan disertai peran aktif fiskus atau pemerintah untuk
melakukan sistem pemungutan pajak sesuai aturan yang berlaku.

Sumber pajak dalam negeri terbesar diproyeksikan berasal dari pajak
penghasilan non-migas yang termasuk didalamnya adalah pajak penghasilan
pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dipungut melalui
with holding system yaitu melibatkan pihak ketiga yang berdasarkan undang-
undang diberi kewenangan untuk memotong PPh pasal 21. Dengan sistem ini
agar efektif dan efisien sehingga orientasi pemberi kerja bisa tercapai.

Dalam rangka mengefisienkan beban perusahaan dari aspek perpajakan
salah satu caranya adalah penyusunan perencanaan pajak dengan memilih

metode pemotongan PPh pasal 21. Perencanaan pajak yang tepat akan



menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan
penghematan pajak dan/atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh
fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat
diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir.

Ada tiga metode pemotongan pajak dalam perhitungan PPh pasal 21
yaitu net method, gross method, dan gross up. Diantara tiga metode tersebut,
salah satu yang dapat diterapkan adalah metode gross up yaitu metode dimana
perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh
pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawannya. Tunjangan ini bersifat
taxable, sehingga besarnya penghasilan bruto bertambah. Setelah dikurangi
PPh pasal 21 yang di bawa pulang ( take home pay ) sama dengan apabila PPh
pasal 2lditanggung perusahaan, karena besarnya potongan sama dengan
tunjangannya. Sementara itu bagi pemberi kerja, tunjangan yang diberikan
merupakan deductable expenses, maka tidak dikoerksi secara fiskal positif
yang dapat menyebabkan jumlah pajak terutang bertambabh.

Warren er.al,(2008:2) tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah
memaksimumkankan peusahaan laba atau keuntungan. Laba adalah selisih
antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang
dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam
ataupun pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut.
Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan
beban seminimal mungkin termasuk beban pajak. Yang merupakan beban yang

harus dibayar oleh perusahaan.



Walaupun membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara
yang didasarkan pada undang-undang, tetapi hampir semua orang tidak senang
membayar pajak. Seperti asumsi Leon Yudikin (Harnato dalam Chairil Anwar
Pohan, 2011:3) yaitu :

1. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil
mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh undang-undang.

2. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (fax evasion), yakni
usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang wajib
pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa kemungkinan
besar mereka tidak akan ditangkap dan yakin bahwa orang lain pun
berbuat hal yang sama.

Perencanaan pajak ( rax planning ) adalah proses mengorganisasi usaha
wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang
pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam
posisi yang paling minimal. Sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara
komersial.

Pasal 21 undang-undang PPh, Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak
atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran
lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau
jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak
dalam negeri. Perencanaan pajak untuk PPh pasal 21 merupakan hal yang

sangat penting, karena selain mencari keuntungan yang semaksimal mungkin




perusahaan juga harus memperhatikan kesehjateraan karyawannya. Karena

pemberian gaji dan tunjangan yang besar akan membuat karyawan lebih

termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja, yang pada akhirnya membuat

kinerja perusahaan akan semakin baik dan akan meningkatkan keuntungan

perusahan itu sendiri.

Ada tiga metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menghitung

PPh pasal 21 yaitu :

1.

Gross Method (PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung
sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari

gaji karyawan yang bersangkutan.

. Net Method (PPh pasal 21 ditangung oleh perusahaan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung

pajak karyawannya.

. Gross Up Method (Tunjangan pajak yang di gross up)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana peusahaan memberikan
tunjangan pajak yang jumlahnya sama besarnya dengan jumlah pajak yang

akan dipotong oleh karyawan.

Dengan memilih salah satu dari perhitungan diatas diharapkan dapat

membantu perusahan untuk meminimalkan pajak dengan cara yang legal dan

sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga membantu perusahaan untuk

mensajeterakan karyawannya dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.




PT Aranbina Citra Nusantara merupakan perseroan yang bergerak
dibidang perusahaan jasa, pemborong (kontraktor) bangunan, perdagangan
umum, keagenan/perwakilan, kehutanan, catering, perminyakan dan gas bumi,
industri, pengangkutan, percetakan, penerbitan dan pengolahan kertas,
perbenkelan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. PT Aranbina
Citra Nusantara berdiri pada hari selasa tanggal 2 maret 2010 dan dipimpin
oleh Direktur utama Ermalia.PT Aranbina Citra Nusantara beralamat di

komplek taman indah talang kelapa (Maskarebet) Blok A4 No.8 palembang.

Tabel 1.1
Penghitungan Gaji Karyawan PT ARANBINA CITRA
NUSANTARA

Bulan April 2016 ( dalam Rupiah)
Nama Status Gaji Pokok
Dadang S TK 5.750.000
Asmadi TK 5.750.000
Danu Susilo TK 4.250.000
Widiyanto TK 4.250.000
Miko TK 3.000.000
Jumaidi TK 4.250.000
Junaidi TK 3.000.000
Lilik Hariyono | TK 3.000.000

Sumber : PT Aranbina Citra Nusantara

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa PT Aranbina Citra Nusantara belum

memberikan fasilitas tnjangan pajak terhadap karyawan  dan belum




menggunakan metode gross up dalam menentukan besarnya tunjangan pajak.
Berdasarkan hasil survei karyawan PT Aranbina Citra Nusantara menginginkan
untuk menggunakan metode gross up karena metode gross up merupakan
metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak
yang jumlahnya sama besarnya dengan jumlah pajak yang akan dipotong oleh
karyawan. Dari data di atas ada beberapa alternatif dalam perencanaan pajak
penghasilan PPh pasal 21 yang dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan
salah satunya yaitu metode gross up method. Metode gross up merupakan
pemberian tunjangan pajak dimana tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh
pasal 21 terutang. Jika karyawan diberikan tunjangan pajak maka tunjangan
tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan ditambah
pada penghasilan yang diterimanya. Walaupun penghasilan karyawan yang
bersangkutan terlihat lebih besar akibat penambahan tunjangan pajak namun
disisi lain pihak perusahaan diuntungkan karena PPh pasal 21 yang dapat
dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga tercipta efisiensi
pajak. Selain itu dengan penggunaan metode gross up karyawan akan merasa
puas karena PPh pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan dengan
demikian karyawan akan merasa lebih diperhatikan sehingga meningkatkannya

motivasi karyawan.

Berkaitan dengan fenomena penulis sangatlah tertarik untu melakukan
penelitian dengan judul “ Penerapan Metode Gross Up Method Dalam
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan PT Aranbina

Citra Nusantara.”’




B.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang
dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana
penerapkan metode gross up method dalam penghitungan pajak penghasilan

pasal 21 pada karyawan PT Aranbina Citra Nusantara ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari preumusan maslah, maka tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut : Untuk mengetahui penerapan metode gross up method dalam
penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan PT Aranbina Citra

Nusantara.

Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan
memberikan manfaat bagi semua pihak di antaranya :
1. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif untuk
mengefisienkan beban perusahaan dari aspek perpajakan salah satu caranya
adalah penyusunan perencanaan pajak dengan memilih metode pemotongan
pajak penghasilan pasal 21 yang tepat bagi perusahaan dan menghasilkan
beban pajak yang minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga
membantu perusahaan untuk mensejahterahkan karyawannya dan

memperoleh keuntungan yang lebih besar.



2. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan
wawasan peneliti tentang metode gross up method dalam Pajak Penghasilan

Pasal 21 pada karyawan PT Aranbina Citra Nusantara.

3. Bagi Almamater
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembang ilmu
pengetahuan yang akan datang dan dijadikan acuan untuk peneliti

selanjutnya.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Debora Novayanti (2012) yang
berjudul Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai upaya
mengoptimalkan pajak penghasilan (studi kasus PT.A).Rumusan masalah yaitu
apakah perusahaan telah melakukan perencanaan pajak sebagai upaya
meminimalkan pajak terutang ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahuiapakah perusahaan telah melakukan perencanaan pajak sebagai
upaya meminimalkan pajak terutang. Teknik pengumpulan data adalah metode
survei primer dan survei skunder. Teknik analisi data adalah metode kualitatif
dan kuantitatif. Hasil penelitian adalah selisih yang terjadi setelah menerapkam

perencanaan pajak meupakan penghematan pajak yang diperoleh perusahaan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Saddam Hussin (2013) yang
berjudul Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Metode gross, net dan gross up dan Dampaknya Terhadap Beban Pajak
Penghasilan Badan Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI).Rumusan
masalah adalah manakh perhitungan PPh pasal 21 yang paling efisien terhadap
beban PPh badan, apakah dengan menggunakan metode net, gross atau gross
up ?. Tujuan penelitian ini adalah untukmenguji perbandingan perhitungan PPh
pasal 21 dengan menggunkan metode ner, gross atau gross up yang paling

efisien terhadap beban PPh badan. Teknik pengumpulan data adalah metode
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survei primer dan survei skunder. Teknik analisi data adalah metode kualitatif

dan kuantitatif. Hasil penelitian adalah dari perbandingan perhitungan pajak

penghasilan (PPh) pasal 21 dengan menggunakan metode net, gross dan gross

up yang paling efisien adalah menggunakan metode gross up atau pemberi

tunjangan sebesar pajak terutangnya, dari perbandingan ketiga perhitungan

yang dilakukan metode gross up atau pemberian tunjangan sebesar pajak

terutangnya menghasilkan efisiensi terhadap pajak penghasilan (PPh) badan.

Tabel I1.1
PenelitianSebelumnya
No JudulPenelitian Persamaan Perbedaan
1 Analisis Penerapan | Peneliti sebelumnya Peneliti Sebelumnya :
Perencanaan Pajak PPh | dan penulis sama- Untuk mengetahui upaya
21 sebagai  upaya | sama menganalisis mengoptimalkan pajak

mengoptimalkan  pajak
penghasilan (studikasus
PT.A)

penerapan
perencanaan pajak
PPh 21

penghasilan.

Penulis :Untuk
mengetahui bagaimana
penerapan metode Gross
Up Method yang efisien
dalam suatu perusahaan.

Analisis  Perbandingan
Perhitungan Pajak
Penghasilan Pasal 21
Metode gross, net dan
gross up dan Dampaknya
Terhadap Beban Pajak
Penghasilan Badan
Koperasi Satya Ardhia
Mandiri (KOSAMI).

Peneliti  sebelumnya
dan penulis sama-sam
menganalisis  pajak
pnghasilan
menggunakan metode-
metode.

Peneliti
untuk
dampaknya
beban pajak.
Penulis untuk
mengetahui apakah
penerapan metode Gross
Up Method efisien dalam
suatu perusahaan.

Sebelumnya
mengetahui
terhadap




LI

B. Landasan Teori
1. Pajak
a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu komponen yang penting untuk modal
pembangunan. Seluruh pembangunan yang dilakukan di suatu daerah
pembiayaannya berasal dari pajak daerah. Penyaluran pajak yang baik
dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan diharapkan dapat
meningkatkan pemerataan di setiap daerah. Sebagai salah satu komponen
yang penting untuk modal pembangunan, pajak berfungsi sebagai
budgeter dan reguler. Fungsi pajak sebagai budgeter adalah pajak
merupakan sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan, fungsi regu/er adalah
pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.(Mardiasmo,2011:1)

Masalah pajak merupakan masalah yang membelit setiap
masyarakat dan negara. Di suatu daerah banyak potensi pajak yang
belum tergali secara maksimal. Dengan demikian diperlukan kesadaran
masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk pembiayaan
pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat merata. Selain itu,
masyarakat juga harus mengerti tentang hakikat, fungsi dan manfaat serta
kesadaran mereka untuk membayar sebagian wajib pajak sehingga

manfaat pajak dapat mereka rasakan.
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Defenisi pajak Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung
dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pngeluaran
umum. Dari defenisi tersebut pajak memiliki unsur-unsur penting yaitu
luran dari rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang tanpa
kontrapretasi secara langsung dari negara dan digunakan untuk
membayar pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak adalah suatu cara negara untuk membiayai pengeluaran
secara umum disamping kewajiban suatu warga negara. Secara politik
pajak merupakan partisipasi masyarkat dalam proses pembangunan dan
pertahanan menuju masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu pajak
merupakan alat yang paling efektif dari kebijakan fiskal untuk
menggerakkan partisipasi rakyat kepada negara. (Rahayu, 2011:56)

Pajak juga dapat diartikan sebagai pungutan paksa yang dilakukan
oleh pemerintah suatu daerah terhadap wajib pajak dan tidak ada
kontrapretasi langsung terhadap wajib pajak. Selain itu, pajak merupakan
pendapatan yang diterima pemerintah atas kontribusi yang dilakukan
oleh para pelaku usaha.

Pajak berperan sebagai sumber pendapatan dimana hal tersebut
menunjukkan kemandirian suatu daerah. Banyaknya pajak yang diterima
dapat memperbesar kapasitas dan kualitas kemampuan fiskal di daerah

yang secara langsung akan menunjukkan potensi rill suatu daerah dalam
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rangka otonomi. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas
anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk
pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin. Oleh
karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor
pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan
baik subyek maupun obyek pajak yang ada.
Dari beberapa pengertian tentang pajak, dapat diketahui beberapa
unsur-unsur pajak antara lain :
1) Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara, pemungutan hanya
dilakukan oleh pemerintah.
2) Memenuhi asas-asas legal berdasarkan undang-undang yang memiliki
kepastian hukum
3) Untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
4) Tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi langsung terhadap
wajib pajak.

5) Apabila terdapat surplus dipakai untuk membiayai public investment.

. Fungsi Pajak

Fungsi pajak Mardiasmo (2011:1-2) yaitu :

1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh :

dimasukkanya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.




14

2) Fungsi Mengatur (Reguler)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh
dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap produk minuman keras

dan barang mewah.

c. Asas-Asas Pemungutan Pajak
Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh
Adam Smith (dalam Waluyo, 2009) menyatakan bahwa pemungutan
pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:
1) Equality
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak
dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan
kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan
manfaat yang diterima.
2) Certainty
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena
itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya
pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3) Convenience
Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya sesuai

dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.
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4) Economy
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan
kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin,

demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Adapun asas-asas pemungutan pajak Mardiasmo (2011: 3) adalah

sebagai berikut :

a) Asas kebangsaan
Bahwa pajak pendapatan dikenakan kepada seluruh masyarakat yang
bertempat tinggal di Indonesia. Misalnya orang asing yang bukan
berkebangsaan Indonesia tetap menetap di Indonesia.

b) Asas tempat tinggal
Pajak pendapatan dikenakan kepada masyarakat yang bertempat
tinggal di Indonesia, baik penghasilan yang berasal dari dalam
maupun luar negeri.

c) Asas sumber penghasilan
Pajak pendapatan dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari
wilayah wajib pajak tanpa memperhatikan tempat tinggalnya. Selain
1tu, ada pula asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah

hukum.

Ada beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut

pajak dari rakyatnya antara lain :
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1) Teori Asuransi
Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi
dalam perjanjianasuransi. Hal tersebut ditujukan untuk menggantikan
biaya yang dikeluarkan negara dalam melaksanakan kewajibannya
yaitu, melindungi keselamatan dan harta benda warga negaranya.
Teori ini banyak ditentang, karena negara seharusnya tidak boleh
disamakan dengan perusahaan asuransi.

2) Teor1 Kepentingan
Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan
dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam
perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan
perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

3) Teori Daya Pikul
Teori ini menyatakan bahwa beban pajak yang harus dibayar harus
sesuai dengan daya pikul (kemampuan) masing-masing orang. Untuk
mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan:
(1) unsur objektif, dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan
yang dimiliki seseorang,
(2) unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan
materil yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti
Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak

pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang
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berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak
adalah sebagai suatu kewajiban.
5) Teori Asas Daya Beli

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan terletak pada akibat
pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya
beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.
Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam
bentuk pemeliharaan kesehjateraan masyarakat. Dengan demikian

kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

d. Syarat-syarat pemungutan pajak

Mardiasmo (20011:3), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan
hambatan atau pelawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi
syarat antara lain :
1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).
3. Tidak menggangu perekonomian (syarat ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).

5. Sitem pemungutan pajak harus sederhana.

e. Sistem pemungutan pajak
Mardiasmo (20011:7-8), ada beberapa sistem pemungutan pajak :

1. Sisten official assistment
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Pemungutan pajak daerah berdasrkan penetapan kepala daerah dengan
menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen
lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menrima SKPD atau
dokumen lainnya yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran
menggunakn surat setoran pajak daerah (SSPD) pada kantor pos atau
bank persepsi. Jika pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih
menggunakan surat tagihan pajak daerah.

. Sistem self assistment

Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak
daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah surat
pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk
menghitung, memprhitungkan, membayaran dan melaporkan pajak
yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau
terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih
menggunakan surat tagihan pajak daerah (STPD).

. Sistem with holding

Selain memungut pajak, pemerintah daerah juga bisa memungut
retribusi. Adapun yang dimaksud retribusi menurut undang-undang
no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah:
Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
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Seperti halnya pajak retribusi juga ditetapkan dengan peraturan
daerah retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi
daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut
maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak
dan retribusi adalah unyuk pembangunan daerah dan untuk lebih
menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah sebab
kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah

khususnya ketahanan dibidang ekonomi.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21
a. PPh 21

Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan (PPh)
yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, hononarium,
tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan
pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang
pribadi dalam negeri.

PPh pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak
yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan,
perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

PPh 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh
pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan
dengan pekerjaan dari suatu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak

yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.




20

Dasar hukum pengenaan PPh pasal 21 adalah pasal 21 undang-
undang pajak penghasilan; Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per
32/PJ/2015 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran

dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 .

b. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21
1. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21
penerimaan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal
21 yaitu orang pribadi yang merupakan :
a) Pegawai
b) Penerimaan uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun,
tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
c) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan
d) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.
2. Tidak termasuk penerimaan penghasilan
Tidak termasuk pengertian penerima penghasilan yang dipotong
pajak penghasilan pasal 21 yaitu sebagai berikut :
a) Pejabat perwakilan diplomatik dan kosulat atau penjabat lain dari
negara asing, dan orang-orang yang diperuntukan kepada mereka
yang bekerjapada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan

syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak



21

menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau
pekerjaan tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan
perlakuan timbal balik.

b) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (1) huruf ¢ undang-undang PPh, yang telah
ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat bukan warga
negara Indonesia dan tidak menjalankan usha atau kegiatan atau

pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

¢. Objek Pajak Penghasilan pasal 21

Objek PPh Pasal 21 terdiri dari :

1.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara

teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.

. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan

penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara
sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan
hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenisnya.

Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah
harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang

dibayarkan secara bulanan.
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5. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium,
komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan
kegiatan yang dilakukan.

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang
representasi, uang rapa, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan
nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama
apapun.

7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan
nama papun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak
yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan nama penghitungan

khusus (deemed profit).

d. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
Pemotongan PPh pasal 17 ayat (1) huruf a dan peraturan Menteri

Keuangan No.122/PMK.010/2015, ditegaskan bahwa pemotong PPh

pasal 21 atau disebut pemotong pajak terdiri dari :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik
merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang
membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain
dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan

dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan

pegawai.
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2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau
pemegang kas kepada pemerintah pusat termasuk institusi
TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembag pemerintah,
lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik
Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun
sehubungan dengan ekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan
badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua
atau jaminan hari tua.

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usah atau pekrjaan bebas
serta badan yang membayar.

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang
bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta
lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatanyang membayar
honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada
wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu

kegiatan.

e. Tidak Termasuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
Pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan,
penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing.
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2. Organisasi-organisasi internasional sebagimana dimaksud pasal 3 ayat
(1) huruf ¢ undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 yang
telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha
ataupekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi
untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam

rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

f. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
1. Jumlah PTKP

Sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan = Nomor

122/PMK.010/2015 , kepada orang pribadi wajib pajak dalan negeri

diberikan pengurangan berupa PTKP. Menurut Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015, PTKP pertahun diberikan

paling sedikit sebesar :

a) Rp. 36.000.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi

b) Rp. 3.000.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin

c) Rp.36.000.000 tambahan untuk seseorang istri  yang
penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami

d) Rp. 3.000.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah
dan keluarga semnda dalam garis keturunan lurus serta anak
angkat, yang menjadi tanggungan spenuhnya, paling banyak 3

orang untuk tiap keluarga.
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2. PTKP karyawati kawin
Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:
a) Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
b) Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
ditambah keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis
dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang
menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan,
besarnya PTKP adalah PTKP untuk keluarga yang menjadi
tanggungan sepenuhnya.

3. Penghasilan yang tidak memperoleh pengurangan biaya jabatan

dan/atau PTKP.

Pengurangan berupa biaya jabatan dan tidak berlaku terhadap

penghasilan-penghasilan berupa :

a) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan.

b) Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau
jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenisnya.

¢) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan
dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai
imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang

dilakukan oleh wajib pajak.
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g. Tarif Pajak PPh pasal 21

Tabel 11.2
Tarif Pajak PPh Pasal 21
Lapisan Penghasilan Kena Pajak g;l;i
Sampai dengan Rp. 50.000.000 5%
Diatas Rp. 50.000.000 — Rp. 250.000.000 15 %
Diatas Rp. 250.000.000 — Rp. 500.000.000 25%
Diatas Rp. 500.000.000 30 %

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jendral
Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, besarnya tarif pajak atas penghasilan

kena pajak adalah seperti tabel diatas.

h. Tiga Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Ada tiga metode pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yaitu :

1. Net Method adalah adalah PPh pasal 21 ditanggung sendiri oleh
pemberi penghasilan. Dalam hal ini, perusahaan akan menaggung
semua PPh pasal 21 atas karyawan sehingga, akan diperlakukan
sebagai beban perusahaan, apabila dilakukan koreksi fiskal akan
dikoreksi secara fiskal positif karena bersifat nondeductableexpenses
menjadikan PPh perusahaan lebih besar. Sementara itu penghasilan
yang diterima oleh karyawan tidak berkurang besarnya karena tidak
ada pemotongan untuk pajak dan fasilitas ini tidak termasuk dalam

perhitungan penghasilan.
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2. Gross Method adalah metode pemotongan pajak dimana PPh pasal 21
ditanggung oleh penerima penghasilan. Penghasilan yang diterima
karyawan akan dipotong sesuai besarnya pajak penghasilan terutang
masing-masing karyawan sehingga menjadikan take home pay
karyawan berkurang. Dalam metode ini, tidak menimbulkan beban
bagi perusahaan dan tidak mempengaruhi laba rugi, perusahaan hanya
berkewajiban memungut, melaporkan dan menyetor ke kantor pajak.

3. Gross up Method adalah metode dimana perusahaan memberikan
tunjangan pajak sama besar dengan PPh pasal 21 yang dipotong atas
gaji karyawan. Metode ini menimbulkan beban gaji perusahaan yang
tidak menimbulkan koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal
(deductable expenses) sehingga pajak terutang perusahaan lebih
efisien. Bagi karyawan menambah penghasilan bruto, tahe home

paysama dengan nef method dan kewajiban pajak terpenuhi.

i. Metode gross up method
Metode gross up method memberikan tunjangan pajak sebesar
pajak penghasilan yang dipotong atas gaji karyawan. Untuk menentukan
besarnya tunjangan ada formula rumus yang digunakan agar tetap sesuai
yang dimaksud dalam aturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu,
dasar perhitungan rumus metode gross up adalah penghasilan kena pajak

(PKP) sebelum ada tunjangan.
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Penggunaan metode ini berkaitan dengan penetapan besarnya
tunjangan pajak. Dengan penerapan ini, besarnya tunjangan yang akan
ditambahkan kedalam penghasilan karyawan (raxable). Bagi perusahaan,
beban yang timbul atas pemberian tunjangan merupakan biaya yang
dapat dikurangkan atau Dbersifat deductable expenses dapat

mengefisienkan beban pajak perusahaan.

j- Rumus gross up Method
Formula untuk perhitungan besarnya tunjangan PPh pasal 21 dalam

gross up method dibagi kedalam empat lapisan rentang PKP :

a. PKP s.d Rp. 47.500.000 : PKP setahun x 5/95,25 + 0

b. PKP > Rp. 47.500.000 s.d Rp. 217. 500.000
Biaya jabatan tidak maksimum : (15% x PKP — 5.000.000)/85,75%
Biaya jabatan maksumum :(PKP setahun - 47.500.000)x
15/85+2.500.000

c. PKP > Rp. 217.500.000 s.d Rp. 405. 000.000 : (PKP setahun-
217.500.000) x 25/75 + 32.500.000

d. PKP > Rp. 405.000.000 : (PKP setahun—405.000.000)x30/70+
95.000.000
Keterangan : PKP ( PKP sebelum tunjangan pajak )

k. Efek Penerapan Metode Gross Up Method

Penerapan metode gross up method menimbulkan perlakuan

fiskal atas beban yang timbul bagi pemberi penghasilan atau perusahaan
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merupak biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan (deductable)
maka ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga
bisa mengefisienkan (menghemat) besarnya jumlah pembayaran pajak

penghasilan perusahaan.

Bagi karyawan pemberi tunjangan ini diakui sebagai tambahan
penghasilan (faxable), yang kemudian jumlah pajak penghasilan yang
dipotong jumlahnya sama besar dengan tunjangan yang diterima,
sehingga take home pay jumlahnya sama dengan apabila menerapkan

metode net dan kewajiban PPh pasal 21 juga terpenuhi.

. Tata cara penghitungan PPh pasal 21

Contoh perhitungan PPh pasal 21 :

Gaji pokok XXX

Tunjangan XXX

Gaji bruto XXX

Gaji bruto setahun XXX
Pengurangan

JHT XXX

BPJS XXX

Total pengurangan (xxx)
Penghasilan Netto XXX
PTKP

W.P orang pibadi XXX
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Total PTKP (xxx)
PKP setahun XXX
PPh pasal 21 :

5% X xxx e 5

Catatan : jika belum memiliki NPWP maka perhitungan nya 120 % X

PPh pasal 21 sebulan.



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Peneitian
Sugiono : (2009: 53-55) jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplantasi
adalah :
1. Penelitian deskriptif
Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel
mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih.
2. Penelitian komparatif
Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan,
atau berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih.
3. Penelitian Asosiatif
Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
hubungan dua variabel atau lebih.
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif yaitu mempunyai tujuan menggambarkan efek penerapan metode

gross up method dalam penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21.

B. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah PT Aranbina
Citra Nusantara. Alamat : komplek Taman Indah Talang Kelapa Blok A4 No.8

Palembang. Telp/Fax : 0711-7424313.
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C. Operasional Variabel

Tabel II1.1
Operasionalisasi variable

No Variabel Defenisi Indikator
1 Penerapan Metode Gross Up Method a. Penghsilan Kena
metode (ross | adalah metode dimana Pajak
Up Method perusahaan memberikan b. Pengurangan
tunjangan pajak sama Penghasilan Tidak
besarnya dengan PPh 21 Kena Pajak
yang dipotong atas gaji c¢. Tarif Pajak PPh
karyawan. pasal 21

Sumber : Penulis, 2016

D. Data yang Diperlukan
Nur & Bambang (2009:146-147) data penelitian pada dasarnya dapat
dikelompokkan :
1. Data Primer
Data Primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari
sumbernya (tidak melalui perantara).
2. Data Skunder
Data Skunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
skunder. Data Primer yaitu berupa data yang didapat dari hasil wawancara.

Data skunder dalam penelitian ini yaitu berupa daftar gaji dan laporan laba rugi
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tahun 2015 yang diperoleh dari bagian administrasi dan keuangan pada PT

Aranbina Citra Nusantara.

E. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2009:402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan

data dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Intrview (wawancara)
Intrview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang
menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek peneliti.

2. Kuesioner (angket)
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk
menjawabnya.

3. Observasi
Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap
gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya moumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dengan pihak

perusahaan dalam hal ini yaitu Kabag Administrasi Umum. Dokumentasi
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dengan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan, buku-buku, bahan

bacaan yang terkait dengn penelitian.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis
1. Analisis Data
Sugiyono (2009:13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan
menjadi 2, yaitu :
a) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data

yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.
b) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan

data berbentuk angka atau data kualtatif yang diangkakan.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
analisis kuantittatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data
berbentuk angka atau data kualtatif yang diangkakan.

Setelah data-data mentah diperoleh, selanjutnya data dianalisis
dengan tahapan sebagai berikut :
a) Mengumpulkan data dan informasi berupa gaji karyawan tetap.
b) Mengidentifikasi gaji karyawan tetap yang melebihi PTKP.
¢) Melakukan analisi terhadap perhitungan PPh pasal 21 gaji karyawan

tetap sebelum penerapan metode gross up method.
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d) Menentukan penghasilan bruto baru yang diterima dengan menggunakan
metode gross up method berdasarkan data sebelumnya pada huruf c.

e) Membandingkan hasil antara penghasilan sebelum penerapan dengan
sesudah penerapan metode gross up method.

f) Membuat saran penghitungan PPh pasal 21 yang menguntungkan
perusahaan, karyawan, dan sesuai dengan peraturan baru yang berlaku

Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.

2. Teknik Analisis
Dalam penelitian ini teknik analisi/ pengolahan data yang diterapkan
adalah metode kuantitatif deskriftif tanpa menggunakan analisis statistik.
Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai
berikut:
a) Evaluasi terhadap penghitungan PPh pasal 21 yang diterapkan oleh PT

Aranbina Citra Nusantara. Perhitungannya adalah sebagai berikut :

PPh Pasal 21 = Penghasilan neto — PTKP X tarif pasal 17 UU PPh

= (Penghasilan bruto — biaya jabatan —iuran
pensiun dan iuran THT/JHT yang
dibayar sendiri — PTKP) X tarif pasal 17 UU
PPh.

b) Membuat perencanaan pajak dengan metode gross up method dalam

penghitungan PPh pasal 21. Rumus yang digunakan adalah :

Lapisan 1 PKP Rp. 0 s/d Rp.50.000.000 Pajak = (PKP X 5 v%)/ 0,95
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Lapisan 2 PKP diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000

Pajak = (PKP X 15 %)- 5 jt/ 0,85

Lapisan 3 PKP diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000

Pajak = (PKP X 25 %) — 30 jt / 0,75

Lapisan 4 PKP diatas Rp. 500.000.000

Pajak = (PKP X 35 %) — 55 jt/ 0,70

Sumber : Pohan (2013)



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Sejarah Singkat PT Aranbina Citra Nusantara
PT Aranbina Citra Nusantara berdiri pada hari selasa tanggal 2

maret 2010. PT Aranbina Citra Nusantara merupakan perseroan yang bergerak
dibidang perusahaan jasa, pemborong (kontraktor) bangunan, perdagangan
umum, keagenan/perwakilan, kehutanan, catering, perminyakan dan gas bumi,
industri, pengangkutan, percetakan, penerbitan dan pengolahan kertas,
perbenkelan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Perseroan ini
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut yaitu :
a. menjalankan usaha dalam bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum,
meliputi jasa penyediaan dan pengerahan tenaga kerja yang di perlukan oleh
pengguna tenaga kerja baik didalam maupun di luar negeri.
b. Mengusahakan perusahaan perencanaan dan pelaksanaan pembororngan (
kontraktor) bangunan-bangunan, jalan-jalan, pekerjaan irigasi, pemasangan
instlasi listrik dan pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam lapangan pembangunan
termasuk dalam hal pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, taman,
pembangunan instalasi-instalasi, konstruksi besi dan baja, pemborong bidang
pertambangan minyak, gas dan panas bumi dan mengusahakan pembangunan

perusahaan perumahan.
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c. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk import,
ekspor dan perdagangan interinsulair, baik untuk perhitungan sendiri maupun
atas tanggungan pihak lain secara komisi serta usaha-usaha sebagai leverancier,
grossier, supplier, dan distributor, perdagangan supermarket/hypermarket
(toserba/swalayan), penyaluran bahan bakar SPBU, multi level marketing,
perdagangan ATK.

d. memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik
didalam maupun diluar negeri dan keagenan/perwakilan perusahaan perjalanan.
e. berusaha dibudang kehutanan.

f. melakukan penyediaan dan pelayanan catering kepada berbagai perusahaan
angkutan didalam dan diluar negeri, kepada pihak dan organisasi lain yang
memerlukan.

g. berusaha dibidang pertambangan tambang minyak dan gas alam.

h. mengusahakan perusahaan industri.

i. mengusahakan perusahaan pengankutan, baik untuk mengangkut orang
maupun mengankut barang didarat, sungai dan antar pulau.

J. mengusahakan perusahaan percetakan, penerbitan dan pengolahan kertas.

k. menjalankan usaha dibidang perbengkelan, perawatan, pemeliharaan dan
perbaikan, menjalankan usaha-usaha showroom, pemasangan dan penjualan
assesiries kendaraan, perawatan, pemeliharaan dan perbaiakan alat-alat berat.

I. menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan

perikanan.
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2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Gambar IV.I
Struktur organisasi
PT Aranbina Citra Nusantara

KOMISARIS UTAMA
SYARIFUDDIN BURLIAN

KOMISARIS
RINNO NIVRIANSYAH
DIREKTUR UTAMA
ERMALIATI
DIREKTUR DIREKTUR KEUANGAN
RONNY RIZMAWAN YESSY MARISA
KEPALA OPERASIONAL | OFFICER MANAGER d ACCOUNTING

EDYSON NURUL KOMARIAH PUTRA WAHYUDI
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Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain
dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang

mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan bahwa :

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak temasuk

mengambil uang perseroan di bank)

b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam
maupun diluar negeri. Harus dengan persetujuan dewan komisaris

perseroan.

2. a. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi

serta mewakili perseroan.

b. Dalam hal Direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan

atas nama direksi serta mewakili perseroan.

3. dalam halnya ada seorang anggota direksi, maka segala tugas dan wewenang
yang diberikan kepada direktur utama atau anggota direksi yang lain dalam

anggaran dasar ini belaku pula baginya.
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B. Pembahasan

Pembahasan ini akan menganalisis mengenai penerapan perhitungan
PPh pasal 21 dengan menggunakan metode gross up sebagai alternatif dalam
rangka efesinsi pajak pada PT Aranbina Citra Nusantara. Analisis ini
dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana cara menghitung tunjangan pajak
dengan menggunakan metode gross up, untuk mengetahui besarnya PPh pasal
21 setelah diberikan tunjangan dengan menggunakan metode gross up, serta
untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh keryawan dan perusahaan

setelah menerapkan metode gross up.

Secara garis besar ada tiga sistem yang dapat digunakan dalam
menghitung pajak atas penghasilan karyawan yaitu :
a. Metode Net (PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung
sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari
gaji karyawan yang bersangkutan.
b. Metode Gross (PPh pasal 21 ditangung oleh perusahaan)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung
pajak karyawannya.
c. Metode Gross Up (Tunjangan pajak yang di gross up)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana peusahaan memberikan
tunjangan pajak yang jumlahnya sama besarnya dengan jumlah pajak yang

akan dipotong oleh karyawan.
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Penerapan metode gross up untuk perhitungan tunjangan pajak berupaya
menerapkan strategi perencanaan pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif
pajak antara badan dan orang pribadi, perbedaan perlakuan atas objek pajak
sebagai dasar pengenaan pajak dan memanfaatkan celah-celah peraturan yang
ada. Dalam metode gross up penerimaan pajak penghasilan tidak membayar
PPh pasal 21 terutang dan tunjangan pajak menjadi pengurang dalam
menetapkan penghasilan kena pajak (PKP), dengan demikian pengeluaran-
pengeluaran untuk menetapkan pajak penghasilan pemberi kerja dilakukan
secara efisien.

Konsekuensi logis dari metode ini adalah jumlah PPh pasal 21 yang
terhutang akan menjadi lebih besar akibat ditambahnya unsur tunjangan pajak
dalam prosedur perhitungan PPh pasal 21 karyawan, karena beban PPh pasal
21 bagi pegawai tetap tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto.
Penerapan metode gross wup antara badan dan orang pribadi ada
perbedaanpengenaan besarnya tarif pajak penghasilan dan perbedaan lapisan
kena pajak.

Penerapan metode gross up untuk menghitung besarnya tunjangan pajak
tergantung dari besarnya pendapatan kena pajak pegawai tetapnya dn masuk
lapisan ke beberapa pendapatan kena pajak tersebut. Berikut ini rumus dari
metode gross up untuk menghitung tunjangan pajak :

Rumus Metode Gross Up :
a. PKPs.dRp. 47.500.000 : PKP setahun x 5/95,25 + 0

b. PKP > Rp. 47.500.000 s.d Rp. 217. 500.000
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Biaya jabatan tidak maksimum : (15% x PKP — 5.000.000)/85,75%
Biaya jabatan maksumum :(PKP setahun — 47.500.000)x 15/85+2.500.000

c. PKP > Rp. 217.500.000 s.d Rp. 405. 000.000 : (PKP setahun-217.500.000)
x 25/75 + 32.500.000

d. PKP > Rp. 405.000.000 : (PKP setahun—405.000.000)x30/70+ 95.000.000

Rumus metode gross up diatas digunakan untuk menghitung besarnya
tunjangan pajak karyawan PT Aranbina Citra Nusantara.

Berikut in1 penulis akan menghitung besarnya tunjangan pajak yang akan
diberikan untuk karyawan tetap dengan menggunakan metode gross up pada

PT Aranbina Citra Nusantara.

a. Analisis perhitungan tunjangan pajak dengan menggunakan metode
gross up.
Perhitungan keseluruhan karyawan PT Aranbina Citra Nusantara untuk
menentukan tunjangan pajak dengan menggunakan metode gross up:
a) Nama : Dadang S
Tunjangan Pajak
PKP > Rp. 47.500.000 s.d Rp. 217.500.000 Lapisan kedua

=(Rp. 79.078.440 —Rp. 47.500.000) x 15 + 2.500.000
85

=(Rp. 31.578.440) x 15 + 2.500.000
85

=Rp. 5.572.666 + Rp. 2.500.000



=Rp. 8.072.666
Tunjangan pajak setahun = Rp. 8.072.666

Tunjangan pajak sebulan = Rp. 672.722

b) Nama : Asmadi
Tunjangan Pajak
PKP > Rp. 47.500.000 s.d Rp. 217.500.000 Lapisan kedua

= (Rp. 85.324.332- Rp. 47.500.000) x 15 + Rp.2.500.000
85

=Rp. 37.824.332 x 15 + Rp. 2.500.000
85

=Rp. 6.674.882 + Rp. 2.500.000
=Rp. 9.174.882
Tunjangan pajak setahun = Rp. 9.174.882

Tunjangan pajak sebulan =Rp. 764.573

¢) Nama : Danu Susilo
Tunjangan Pajak
PKP > Rp. 47.500.000 s.d Rp. 217.500.000 Lapisan kedua

= (Rp. 65.282.172 — Rp. 47.500.000) x 15 + Rp. 2.500.000
85

=Rp. 17.782.172 x 15 + Rp. 2.500.000
85

=Rp. 3.138.030 + Rp. 2.500.000
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=Rp. 5.638.030
Tunjangan pajak setahun = Rp. 5.638.030

Tunjangan pajak sebulan =Rp. 469.836

d) Nama : Widiyanto
Tunjangan Pajak
PKP > Rp. 47.500.000 s.d Rp. 217.500.000 Lapisan kedua

= (Rp. 60.665.640 — Rp. 47.500.000) x 15 + Rp. 2.500.000
85

=Rp. 13.165.640 x 15 + Rp. 2.500.000
85

=Rp. 2.323.348 + Rp. 2.500.000
=Rp. 4.823.348
Tunjangan pajak setahun = Rp. 4.823.348

Tunjangan pajak sebulan =Rp. 401.946

¢) Nama : Miko
Tunjangan Pajak
PKP s.d Rp. 47.500.000 Lapisan pertama

=Rp. 32.254.568 % 5
a5

=Rp. 1.696.556

Tunjangan pajak setahun = Rp. 1.696.556

Tunjangan pajak sebulan = Rp. 141.380



f) Nama : Jumaidi
Tunjangan Pajak

PKP > Rp. 47.500.000 s.d Rp. 217.500.000 Lapisan kedua

I

(Rp. 65.282.172 — Rp. 47.500.000) x 5 + Rp. 2.500.000
95
Rp. 17.782.172 x 5 + Rp. 2.500.000
95
Rp. 3.138.030 + Rp. 2.500.000

Il

=Rp. 5.638.030
Tunjangan pajak setahun = Rp. 5.638.030

Tunjangan pajak sebulan = Rp. 469.836

g) Nama : Junaidi
Tunjangan Pajak
PKP s.d Rp. 47.500.000 Lapisan pertama

=Rp. 33.873.300 x 5
95

=Rp. 1.782.805
Tunjangan pajak setahun = Rp. 1.782.805

Tunjangan pajak sebulan = Rp. 148.567

h) Nama : Lilik hariyono
Tunjangan Pajak
PKP s.d Rp. 47.500.000 Lapisan pertama

=Rp. 33.873.300 x 5
95
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=Rp. 1.782.805
Tunjangan pajak setahun = Rp. 1.782.805
Tunjangan pajak sebulan = Rp. 148.567

Dari perhitungan diatas memperlihatkan tunjangan pajak karyawan
yang telah dihitung dengan menggunakan metode gross wup. Berikut ini

daftar rekapitulasi tunjangan pajak untuk karyawan tetap PT Aranbina Citra

Nusantara.
Tabel 1V.2
Daftar rekapitulasi tunjangan pajak
Untuk karyawan PT Aranbina Citra Nusantara
(dalam rupiah)
Tunjangan Tunjangan
No. Nama Jabatan Status Setahun Sebulan
i | Dadang S RIG SUPT TK 8.072.666 672.722
2 Asmadi RIG SUPT TK 9.174.882 764.573
3 Danu Susilo TOOL PUSHER | TK 5.638.030 469.836
4 Widiyanto TOOL PUSHER | TK 4.823.348 401.946
5 Miko DRILLER TK 1.696.556 141.380
6 Jumaidi TOOL PUSHER | TK 5.638.030 469.836
7 | Junaidi DRILLER TK 1.782.805 148.567
8 Lilik Hariyanto DRILLER TK 1.782.805 148.567
JUMLAH 38.609.122 3.217.427

Sumber : pengolahan data , 2016

Keterangan :
K : kawin
TK - tidak kawin

1.2.3

. tanggungan
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Berdasarkan dari tabel IV.2 diatas, pemberian tunjangan terbesar

diberikan kepada bapak Asmadi karena wajib pajak mempunyai penghasilan

yang lebih besar dari pada karyawan yang lainnya dan tunjangan yang

terkecil diberikan kepada miko karena pendapatan yang diteriamnaya tidak

terlalu besar dan mempunyai tangungan sehingga pendapatan kena pajaknya

lebih kecil.

. Analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh perusahaan

sebelum menggunakan metode gross up.

Penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh perusahaan

sebelum menggunkan metode gross up yang dibayarkan pada karyawan

dapat dilihat pada contoh perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan

karyawan PT Aranbina Citra Nusantara.

a) Nama : Dadang S
Jabatan : RIG SUPT
Status ¥ 4

(1)  Gaji pokok

(2) Tunjangan
(a) Tunjangan Jabatan
(b) Over time

(3) Gaji bruto

Gayji bruto setahun

Rp.5.750.000

Rp. 474.458

Rp. 3.739.162 +
Rp. 9.963.620

Rp. 119.563.440



Pengurangan
(a) Astek

(b) BPIS

Total pengurangan

(4) Penghasilan Netto
PTKP
(a) W.P orang pribadi
Total PTKP
(5) PKP setahun

(6) PPh pasal 21 terutang

5% x Rp.50.000.000
15 % x Rp. 29.078.440
Tunjangan pajak setahun

Tunjangan pajak sebulan

Rp. 1.380.000

Rp. 3.105.000 +

Rp. 36.000.000

= Rp. 2.500.000

=Rp. 4.361.766 +
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(Rp. 4.485.000)

Rp. 6.861.766

Rp. 571.814

Rp. 115.078.440

(Rp. 36.000.000)

Rp. 79.078.440

Catatan : Karena Dadang S belum memiliki NPWP |, maka jumlah PPh pasal

21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 % x

Rp. 571.814 = Rp. 686.177

a) Nama : Asmadi
Jabatan : RIG SUPT
Status TR

(1) Gaji pokok

Rp. 5.750.000




(2) Tunjangan
(a) Tunjangan Jabatan
(b) Over time
(3) Gaji bruto
Gaji bruto setahun
Pengurangan
(a) Astek

(b) BPIS

Total pengurangan

(4) Penghasilan Netto
PTKP

(a) W.P orang pribadi

Total PTKP

(5) PKP setahun
(6) PPh pasal 21 terutang
5 % x Rp. 50.000.000

15 % x Rp. 35.324.332

Tunjangan pajak setahun

Tunjangan pajak sebulan

Rp. 486.922

Rp. 3.988.439 +
Rp. 10.225.361

Rp. 1.380.000

Rp. - +

Rp. 36.000.000

Rp. 2.500.000

Rp. 5.298.650 +

Rp. 7.798.650

Rp. 649.887
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Rp. 122.704.332

(Rp.__1.380.000)

Rp. 121.324.332

(Rp. 36.000.000)

Rp. 85.324.332

Catatan : Karena Asmadi belum memiliki NPWP | maka jumlah PPh pasal

21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 % x

Rp. 649.887 =Rp. 779.864



b) Nama : Danu Susilo
Jabatan : TOOL PUSHER
Status : TK
(1) Gaji pokok
(2) Tunjangan

(a) Tunjangan Jabatan
(b) Over time
(3) Gaji bruto
Gayji bruto setahun
Pengurangan
(a) Astek

(b) BPJS

Total pengurangan

(4) Penghasilan Netto
PTKP

(a) W.P orang pribadi

Total PTKP

(5) PKP setahun
(6) PPh pasal 21 terutang
5 % x Rp. 50.000.000

15 % x Rp. 15.282.172

Rp. 4.250.000

Rp. 405.961

Rp. 3.869.220 +
Rp. 8.525.181

Rp. 1.020.000

Rp. - +

Rp. 36.000.000

= Rp. 2.500.000

=Rp. 2282 326 +
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Rp. 102.302.172

(Rp. 1.020.000)

Rp.101.282.172

(Rp. 36.000.000)

Rp. 65.282.172
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Tunjangan pajak setahun Rp. 4.792.326

Tunjangan pajak sebulan Rp. 399.360
Catatan : Karena Danu Susilo belum memiliki NPWP | maka jumlah PPh pasal
21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 % x Rp.

399.360 =Rp. 479.232

¢) Nama : Widiyanto
Jabatan : TOOL PUSHER
Status : TK
(1) Gaji pokok Rp. 4.250.000
(2) Tunjangan

(a) Tunjangan Jabatan Rp. 396.749

(b) Over time Rp. 3.684.971 +
(3) Gaji bruto Rp. 8.331.720
Gaji bruto setahun Rp. 99.980.640
Pengurangan
(a) Astek Rp. 1.020.000
(b) BPJS Rp. 2.295.000 +
Total pengurangan (Rp. 3.315.000)
(4) Penghasilan Netto Rp. 96.665.640
PTKP

(a) W.P orang pribadi Rp. 36.000.000
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Total PTKP (Rp. 36.000.000)

(5) PKP setahun Rp. 60.665.640

(6) PPh pasal 21 terutang

5 % x Rp. 50.000.000  =Rp. 2.500.000

15 % x Rp. 10.665.640 =Rp. 1.599.846 +

Tunjangan pajak setahun Rp. 4.099.846

Tunjangan pajak sebulan Rp. 341.654
Catatan : Karena Widiyanto belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal 21
yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 % x Rp.

341.654 = Rp. 409.985

d) Nama :Miko
Jabatan : DRILLER
Status :TK
(1) Gaji pokok Rp. 3.000.000
(2) Tunjangan

(a) Tunjangan Jabatan Rp. 280.058

(b) Over time Rp. 2.601.156 +
(3) Gaji bruto Rp. 5.881.214
Gaji bruto setahun Rp. 70.574.568
Pengurangan

(a) Astek Rp. 720.000
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(b) BPJS Rp. 1.620.000 +
Total pengurangan (Rp. 2.340.000)
(4) Penghasilan Netto Rp. 68.234.568
PTKP

(a) W.Porangpribadi  Rp. 36.000.000
Total PTKP (Rp. 36.000.000)

(5) PKP setahun Rp. 32.234.568

(6) PPh pasal 21 terutang

5% x Rp. 32.234.568 =Rp. 1.611.728
Tunjangan pajak setahun Rp. 1.611.728
Tunjangan pajak sebulan Rp. 134.311
Catatan : Karena Miko belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal 21 yang

harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 % x Rp. 134.311 =

Rp. 161.173

e) Nama :Jumaidi
Jabatan : TOOL PUSHER
Status : TK
(1) Gaji pokok Rp. 4.250.000
(2) Tunjangan
(a) Tunjangan Jabatan Rp. 405961

(b) Over time Rp. 3.869.220 +




(3) Gayji bruto
Gaji bruto setahun
Pengurangan
(a) Astek

(b) BPJS

Total pengurangan

(4) Penghasilan Netto
PTKP
(a) W.P orang pribadi
Total PTKP

(5) PKP setahun

(6) PPh pasal 21 terutang
5 % x Rp. 50.000.000

15% x Rp. 15.282.172

I
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Rp. 8.525.181

Rp. 102.302.172

Rp. 1.020.000

Rp. & _F

(Rp. _ 1.020.000)

Rp. 101.282.172

Rp. 36.000.000

(Rp. 36.000.000)

Rp. 65.282.172

Rp. 2.500.000

Rp. 2.292.326 +

Tunjangan pajak setahun Rp. 4.792.326

Tunjangan pajak sebulan Rp. 399.366

Catatan :

Karena Agung Riyanto belum memiliki NPWP |, maka jumlah PPh

pasal 21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 %

x Rp. 399.366 = Rp. 499.232

f) Nama : Junaidi
Jabatan : DRILLER
Status : TK



(1) Gaji pokok

(2) Tunjangan
(a) Tunjangan Jabatan
(b) Over time

(3) Gaji bruto
Gaji bruto setahun
Pengurangan
(a) Astek

(b) BPJS

Total pengurangan

(4) Penghasilan Netto
FIKP
(a) W.P orang pribadi
Total PTKP
(5) PKP setahun

(6) PPh pasal 21 terutang

Rp. 3.000.000

Rp. 286.561

Rp. 2.731.214 +

Rp. 6.017.775

Rp. 720.000

Rp. 1.620.000 +

Rp. 36.000.000

5% x Rp. 33.873.300 = Rp. 1.693.665

Tunjangan pajak setahun Rp. 1.693.665

Tunjangan pajak sebulan Rp. 141.139

56

Rp. 72.213.300

(Rp. 2.340.000 )

Rp. 69.873.300

(Rp. 36.000.000)
Rp. 33.873.300

Catatan : Karena Defry Hardianto belum memiliki NPWP | maka jumlah PPh

pasal 21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 %

x Rp. 141.139 =Rp. 169.367
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g) Nama : Lilik Hariyanto
Jabatan : DRILLER
Status : TK
(1) Gaji pokok Rp. 3.000.000
(2) Tunjangan

(a) Tunjangan Jabatan Rp. 286.561

(b) Over time Rp.2.731.214 +
(3) Gaji bruto Rp. 6.017.775
Gayji bruto setahun Rp. 72.213.300
Pengurangan
(a) Astek Rp. 720.000
(b) BPJS Rp. 1.620.000 +
Total pengurangan (Rp. 2.340.000)
(4) Penghasilan Netto Rp. 69.873.300
PTKP

(a) W.P orang pribadi Rp. 36.000.000

Total PTKP (Rp. 36.000.000)

(5) PKP setahun Rp. 33.873.300
(6) PPh pasal 21 terutang
5% x Rp. 33.873.300 = Rp. 1.693.665

Tunjangan pajak setahun Rp. 1.693.665
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Tunjangan pajak sebulan Rp. 141.139
Catatan : Karena Suwandi belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal 21
yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 % x Rp.

141.139 =Rp. 169.367

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa karyawan belum diberikan
tunjangan oleh perusahaan karena perusahaan belum menerapkan kebijakan

metode gross up terhadap pegawainya.

c. Analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunkan
metode gross up.

Setelah tunjangan pajak didapat dengan menggunakan metode gross
up, maka tunjangan pajak tersebut dimasukkan kedalam komponen gaji
bruto. Berikut ini adalah perhitungan PPh pasal 21 setelah diberikan
tunjangan pajak.

a)Nama : Dadang S
Jabatan : RIG SUPT
Status : TK
(1) Gaji pokok Rp. 5.750.000
(2) Tunjangan
(a) Tunjangan Jabatan Rp. 474458
(b) Over time Rp. 3.739.162

(c) Tunjangan pajak Rp. 672.722 +
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(3) Gaji bruto Rp.10.636.342
Gaji bruto setahun Rp. 127.636.140
Pengurangan
(a) Astek Rp. 1.380.000

(b) BPJS Rp. 3.105.000 +

Total pengurangan (Rp. 4.485.000)

(4) Penghasilan Netto Rp. 123.151.104

PTKP

(a) W.P orang pribadi Rp.36.000.000

Total PTKP (Rp. 36.000.000 )

(5) PKP setahun Rp. 87.151.104

(6) PPh pasal 21 terutang
5 % x Rp. 50.000.000 =Rp. 2.500.000

15% xRp. 37.151.104 =Rp. 5.572.666 +

Tunjangan pajak setahun  Rp. 8.072.666

Tunjangan pajak sebulan  Rp. 672.722
Catatan : Karena Dadang S belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal 21
yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 % x Rp.

672.722 = Rp. 807.266

b) Nama : Asmadi



Jabatan :RIG SUPT
Status : TK
(1) Gaji pokok
(2) Tunjangan
(a)Tunjangan Jabatan
(b) Over time
(c) Tunjangan pajak
(3) Gaji bruto
Gaji bruto setahun
Pengurangan
(a) Astek

(b)BPJS

Total pengurangan

(4) Penghasilan Netto
PTKP
(a) W.P orang pribadi
Total PTKP

(5) PKP setahun

(6) PPh pasal 21 terutang

5 % x Rp. 50.000.000

15 % xx Rp. 44.499.208 =Rp. 6.674.881 +
Tunjangan pajak setahun

Tunjangan pajak sebulan

Rp. 5.750.000

Rp. 486.922
Rp. 3.988.439

Rp. 764.573 +

Rp.10.989.934

Rp. 1.380.000

Rp. = -

Rp.36.000.000

=Rp. 2.500.000

Rp. 9.174.881

Rp. 764.573
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Rp.131.879.208

(Rp. 1.380.000)

Rp.130.499.208

(Rp. 36.000.000)

Rp. 94.499.208



61

Catatan : Karena Asmadi belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal 21

yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 % x Rp.

764.573 = Rp. 917.488

c¢)Nama : Danu Susilo
Jabatan : TOOL PUSHER
Status - TK

(1) Gaji pokok
(2) Tunjangan
(a) Tunjangan Jabatan
(b) Over time
(c) Tunjangan pajak
(3) Gaji bruto
Gaji bruto setahun
Pengurangan
(a) Astek

(b) BPJS

Total pengurangan

(4) Penghasilan Netto
PTKP

(a) W.P orang pribadi

Rp. 4.250.000

Rp. 405.961
Rp. 3.869.220

Rp. 469.836 +

Rp. 8.995.017

Rp.107.940.204

Rp. 1.020.000

Rp. o -

(Rp. 1.020.000)

Rp.106.920.204

Rp.36.000.000
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Total PTKP (Rp. 36.000.000)

(5) PKP setahun Rp. 70.920.204
(6) PPh pasal 21 terutang

5 % x Rp. 50.000.000

Rp. 2.500.000

15 % x Rp. 20.920.204 = Rp. 3.138.034 +

Tunjangan pajak setahun Rp. 5.638.836

Tunjangan pajak sebula Rp. 469.836

Catatan : Karena Danu Susilo belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal
21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 % x Rp.

469.836 = Rp. 563.803

d) Nama : Widiyanto
Jabatan : TOOL PUSHER
Status : TK
(1) Gaji pokok Rp. 4.250.000

(2) Tunjangan
(a) Tunjangan Jabatan Rp. 396.749
(b) Over time Rp. 3.684.971

(c¢) Tunjangan pajak Rp. 401.946 +

(3) Gaji bruto Rp. 8.733.666
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Gaji bruto setahun Rp.104.803.992

Pengurangan

(a) Astek Rp. 1.020.000

(b) BPJS Rp. 2.295.000 +

Total pengurangan (Rp. 3.315.000 )
(4) Penghasilan Netto Rp.101.488.992

PTKP

(a) W.P orang pribadi Rp.36.000.000

Total PTKP (Rp. 36.000.000)

(5) PKP setahun Rp. 65.488.992

(6) PPh pasal 21 terutang

5 % x Rp. 50.000.000 =Rp. 2.500.000

15 % x Rp. 15.488.992 =Rp. 2.323.349 +

Tunjangan pajak setahun Rp. 4.823.349

Tunjangan pajak sebulan Rp. 401.946

Catatan : Karena Widiyanto belum memiliki NPWP | maka jumlah PPh pasal 21
yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 % x Rp.

401.946 = Rp. 482.335



e)Nama : Miko
Jabatan : DRILLER
Status : TK
(1) Gaji pokok Rp. 3.000.000
(2) Tunjangan

(a) Tunjangan Jabatan Rp. 280.000

(b) Over time Rp. 2.601.156
(c) Tunjangan pajak Rp. 141.380 +
(3) Gaji bruto Rp. 6.022.594
Gaji bruto setahun Rp. 72.271.128
Pengurangan
(a) Astek Rp. 720.000
(b) BPJS Rp. 1.620.000 +
Total pengurangan (Rp. 2.340.000)
(4) Penghasilan Netto Rp.69.931.128
PTKP

(a) W.Porangpribadi  Rp.36.000.000

Total PTKP (Rp. 36.000.000)

(5) PKP setahun Rp. 33.931.128
(6) PPh pasal 21 terutang

5% xRp. 33.931.128 =Rp. 1.696.556

Tunjangan pajak setahun  Rp. 1.696.556

Tunjangan pajak sebulan Rp. 141.380
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Catatan : Karena Miko belum memiliki NPWP |, maka jumlah PPh pasal 21 yang
harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 % x Rp. 141.380 =

Rp. 169.656

f)Nama :Jumaidi
Jabatan : TOOL PUSHER
Status : TK
(1) Gaji pokok Rp. 4.250.000
(2) Tunjangan

(a) Tunjangan Jabatan Rp. 405.961

(b) Over time Rp. 3.869.220
(c) Tunjangan pajak Rp. 469.836 +
(3) Gayji bruto Rp. 8.995.017
Gaji bruto setahun Rp. 107.940.204
Pengurangan
(a) Astek Rp. 1.020.000
(b) BPJS Rp. - a
Total pengurangan (Rp. 1.020.000 )
(4) Penghasilan Netto Rp. 106..920.204
PTKP

(a) W.P orang pribadi Rp.36.000.000
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Total PTKP (Rp. 36.000.000)

(5) PKP setahun Rp. 70.920.204
(6) PPh pasal 21 terutang
5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000

15% x Rp. 20.920.204  =Rp. 3.138.031 +

Tunjangan pajak setahun  Rp. 5.638.031

Tunjangan pajak sebulan  Rp. 469.836

Catatan : Karena Agung Riyanto belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh
pasal 21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 %

x Rp. 469.836 = Rp. 563.803

g) Nama : Junaidi

Jabatan  : DRILLER

Status > TR

(1) Gaji pokok Rp. 3.000.000
(2) Tunjangan

(a) Tunjangan Jabatan Rp. 286.561

(b) Over time Rp. 2.731.214
(c) Tunjangan pajak Rp. 148.567 +
(3) Gaji bruto Rp. 6.166.342
Gaji bruto setahun Rp. 73.996.104

Potongan-potongan
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(a) Astek Rp. 720.000
(b) BPJS Rp. 1.620.000 +
Total potongan (Rp. 2.340.000)
(4) Penghasilan Netto Rp. 71.656.104
PTKP
(a) W.P orang pribadi Rp.36.000.000
Total PTKP (Rp. 36.000.000)
(5) PKP setahun Rp. 35.656.104

(6) PPh pasal 21 terutang
5% x Rp. 35.656.104 =Rp. 1.702.805
Tunjangan pajak setahun Rp. 1.702.805

Tunjangan pajak sebulan Rp.  148.567

Catatan : Karena Defry Herdianto belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh

pasal 21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 %

x Rp. 148.567 = Rp. 178.280

h) Nama : Lilik Hariyanto
Jabatan : DRILLER
Status : TK
(1) Gaji pokok Rp. 3.000.000
(2) Tunjangan

(a) Tunjangan Jabatan Rp. 286.561
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(b) Over time Rp. 2.731.214
(c) Tunjangan pajak Rp. 148567 +
(3) Gaji bruto Rp. 6.166.342
Gaji bruto setahun Rp. 73.996.104

Potongan-potongan

(a) Astek Rp. 720.000

(b) BPJS Rp. 1.620.000 +

Total potongan (Rp. 2.340.000)
(4) Penghasilan Netto Rp. 71.656.104

PTKP

(a) W.P orang pribadi Rp.36.000.000

Total PTKP (Rp. 36.000.000)
(5) PKP setahun Rp. 35.656.104

(6) PPh pasal 21 terutang
5% xRp. 35.656.104  =Rp. 1.702.805
Tunjangan pajak setahun  Rp. 1.072.805
Tunjangan pajak sebulan  Rp. 148.567
Catatan : Karena Suwandi belum memiliki NPWP | maka jumlah PPh pasal 21
yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 % x Rp.

148.567 =Rp. 178.280

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 setelah diberikan tunjangan

pajak kepada karyawan diatas berlaku juga kepada seluruh karyawan tetap
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yang bekerja di PT Aranbina Citra Nusantara, berikut ini akan disajikan

tabel perbandingan pajak penghasilan pasal 21 tanpa menggunakan metode

gross up dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut

perpajakan yang berlaku menggunakan metode gross up sesuai dengan

Peraturan Jendral Pajak Nomor PER 32/PJ.2015.

Tabel IV.3

Perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sebelum
menggunakan metode gross up dengan perhitungan pajak
penghasilan pasal 21 menurut perpajakan yang berlaku
menggunakan metode gross up pada karyawan
PT Aranbina Citra Nusantara.

(dalam rupiah)
PPh pasal 21 setelah
PPh pasal 21 diberikan tunjangan

No Nama menururt perusahaan pajak
1 | Dadang S 686.177 807.266
2 | Asmadi 779.864 917.488
3 | Danu Susilo 479.232 563.803
4 | Widiyanto 409.985 482.335
5 | Miko 161.173 169.656
6 | Jumaidi 499.232 563.803
7 | Junaidi 169.367 178.280
8 | Lilik Hariyanto 169.367 178.280
JUMLAH 3.354.397 3.860.911

Sumber : pengolahan data, 2016
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Hasil perbandingan jumlah PPh pasal 21 menurut PPh pasal 21
menurut perhitungan tanpa menggunakan metode gross wup lebih kecil
dibandingkan dengan menurut peraturan perpajakan yang berlaku setelah
menggunakan metode gross up. Karena adanya tambahan penghasilan bagi
karyawan berupa tunjangan pajak yang mengakibatkan pajak yang harus
dibayar lebih besar, namun PPh pasal 21 dengan menggunakan metode
gross up bisa jadi pengurang dalam menentukan penghasilan kena pajak
perusahaan. Selisih antara PPh pasal 21 menurut perusahaan dan PPh pasal
21 setelah diberikan tunjangan pajak adalah sebesar Rp. 506.514

Dampak dari pemberian tunjangan pajak dengan menggunakan metode
gross up adalah jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan menjadi lebih besar
akibat ditambahnya unsur tunjangan pajak dalam prosedur perhitungan
pajak PPh pasal 21 karyawan tetap karena beban PPh pasal 21 bagi pegawai
tetap tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Dengan
menggunakan metode gross up perusahaan akan terhindar dari kondisi
positif atas pemberitahuan beban pajak penghasilan meskipun harus
membayar PPh pasal 21 lebih daripada dengan menerapkan metode tanpa
gross up. Penerapan metode gross up antara badan dan orang pribadi ada
perbedaan pengenaan bsarnya tarif pajak penghasilan dan perbedaan lapisan
kena pajak. Hal ini memberi pemberi kerja lebih mempertimbangkan
memilih memberikan tunjangan PPh pasal 21 kepada pegawai daripada
menanggung PPh pasal 21 yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan rumus

perhitungan yang selalu konsikuen mengenai perubahan tarif pajak yang
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berlaku menyebabkan pemberi kerja dapat menetapkan pajak penghasilan
yang lebih efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang
berlaku.

Keuntungan bagi karyawan dan perusahaan dalam menerapkan metode
gross up dalam menentukan tunjangan pajak penghasilan pasal 21
keuntungan penerapan metode gross up.

Keunggulan penerapan metode gross up yaitu meminimalisasikan

beban pajak :

a. Bagi perusahaan melalui kebijakan manajemen untuk menanggung beban
pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang bagi pegawai tetapnya.
Mengakibatkan beban gaji pegawai menjadi lebih besar sehingga
penghasilan kena pajak perusahaan akan menjadi lebih kecil bila
dibandingkan dengan tidak menggunakan metode gross up. Dengan
penghasilan kena pajak lebih kecil maka penghasilan kena pajak

perusahaan akan dikenakan lapisan dengan tarif yang lebih rendah.

b. Bagi pegawai yaitu ditangungnya beban pajak penghasilan pasal 21 oleh
pemberian kerja maka karyawan dapat merasakan bahwa penghasilan

yang karyawan terima tidak harus dipotong pajak lagi.



BABV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang dilakukan penulis maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Penerapan metode gross up untuk menghitung besarnya tunjangan pajak
tergantung dari besarnya pendapatan kena pajak dari karyawan. PT Aranbina
Citra Nusantara berdasarkan daftar penghasilan ada 8 karyawan yang
berpenghasilan diatas Rp.3.000.000 maka dari itu perhitungan gross wup
digunakan untuk menghitung besarnya tunjangan pajak. Perbandingan
penghitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut perusahan Rp. 3.354.397
dan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode gross up
Rp. 3.860.911. Hasil perbandingan jumlah pajak penghasilan pasal 21 menurut
perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode gross up.
Saran

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka penulis mengusulkan
saran yaitu PT Aranbina Citra Nusantara sebaiknya menggunakan metode
Gross Up dalam perhitungan tunjangan pajak. Karena metode gross up

membantu perusahaan dalam mengecilkan pengeluaran PPh badan.
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PERIODE : April 2016

DEF PT ARANBINA CITRA NUSANTARA CREW
TOT FIELD
nol  NAMAPEGAwAI  |sTAaTus|  uaBATAN bt pgi’:é'K ALLomon | OVER TiME ..JABE::\‘I\f:N KS%LQ PAJAK | ASTEK sris | GAJI BERSIH
1 IDADANG S TK RIG SUPT 15 5750.000 3.735.152 4,4 458 S £89 162 384 735 115000 258 750 8 730677
2 |ASMADI TK RIG SUPT 16 5750 000 :: GB8. 439 486 822 8 738.439 396.57¢C 115.000 o g 226 BS3
4 |DANU SUSILO TK TOOL PUSHER 21 4.250.000 3,869 220 405 961 8 119.220 319 663 85 000 o 7.714.557
4 |WIDIVANTO TK TOOL PUSHER 20 4 250.000 3684 671 } 396 719 7.934.971 310.511 85 000 191 250 7 347 810
5 |IMIKO TK DRILLER 20 3 000 000 ) 2601.156 "l 280.058 5691.156 200 055 60.000 135 000 5 206.101
6 |AGUNG RIANTO TK H.S.E 20 2.500.000 2 167.630 233.382 4 667 630 155.712 50.000 4 461 918
7 |EDO SANJAYA TK FLOORMAN 9 1.850.000 760.838 135.542 2.71C.838 62.765 39.000 87.750 2.521.323
8 |REDIYANTO TK FLOORMAN 11 691935 829 913 81.092 1.621.849 11.038 1.610.811
g |SUWANDI TK FLOORMAN 20 1.950.000 1.690.751 182 036 3.640.751 106.936 39.000 87.750 3.407.0686
10 |SUHENDRI TK ROUSTABOUT 20 1.850.000 1.604.046 172.722 3.454 048 98.067 37.000 83.250 3235720
11 |WANDI TK ROUSTABOUT 20 1.850.000 1.604 046 172.702 3.454 046 98 067 37.000 83.250 3.235.729
12 |RUSDI TK ELECKTRICK 20 2.150.000 1.864.162 200.708 4014 162 124 673 43.000 96.750 3.749.738
13 |DEFRY HARDIANTO TK WELDER 20 2.150.000 1.864.162 200 708 4.014.162 124 673 43,000 96.750 3.746.739
14 | JUMAIDI TK TODL PUSHER 21 4.250.000 3. 869.220 405 961 8.119.220 319 663 85.000 7.714.557
15 |[JUNAIDI TH DRILLER 21 3.000.000 2.731.214 286 561 5731.214 206.233 60.000 135.000 5.326.981
16 |M. RUDYANSYAH TK__|HSE 21 2.500.000 2276.012 238.801 4.776 012 160.861 50.000 4.565.151
17 INGRDIANSYAH - < |FLOORMAN 21 | 1950000 1775 289 186264 | 3725289 |  110.951 39.000 87 750 3.487 588
18 |JOKC MULYANTO TK FLOORMAN 21 1.850.000 1.775.289 186 764 3.725 289 110.951 39.000 3.575.338
19 |SURATNO TK ROUSTABOUT 21 1.850.000 1.684.249 176.712 3.634.249 101.877 37.000 3.395.372
20 |EKO FIRMANSYAH TK ROUSTABOUT 21 1.850.000 1.684 249 176.712 3.534.249 101.877 37.000 83.250 3.312.122
21 |SUKIRMAN <. ¢ = n TK ELECKTRICK 21 2.150.000 1.957.370 205.368 4.107.370 129.100 43.000 96.750 3.838.520
22 [SUJARWONO TR |WELDER 21 | 2150000 1.957 370 205368 | 4107370 | 129100 23.000 96.750 3.836 520
23 |LILIK HARIYONO Tk |DRILLER 21 | 3.000.000 2731214 260561 ] 5731214 206233 50.000 135,000 5.329.981
24 [ROBANY U Th  |HSE 21 | 2500000 2276012 230801 | 4776.012| 50861 50.000
25 |PETERSON BOGI TK FLOORMAN 21 1.950.000 1.775.289 186.264 3.725.289 110.851 39.000 87.750 3.487.588
26 |MISTARI : TK FLCORMAN 21 1.950.000 1.775.289 185 264 3725289 11C.651 39.0C02 87.750 3.487.588
27 |SUDIRMAN TR ROUSTABOUT 21 1.850.000 1.684.249 | 76.712 3.534.249 101.877 37.000 83.250 3.312.122
28 {RIAN PIRNANDO 7K |ROUSTABOUT 21 1 850 000 1684 249 176712 3 534 249 161,677 37.000 83.250 3312122
22 |MARYADI TK DRIVER 21 2.150.000 1.957.370 205 352_ 4.107.370 129.100 43.000 95 750 3.838.520
29 |ROIB TK ELECKTRICK z1 2.150.000 1.957.370 205.3658 4107 370 128 100 43.000 96 750 3.838.520
31 |FAHYAN WAHYUDI B TK \NE_E?_E;E 21 2 150 000 1.957.370 205 368 4107 270 122100 43.000 3.235270
SUE TOTAL 75.281.6835 67.877.158 7.353 455 4 ©44 532 4.572.000 2.202.500 133.796.920
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